PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 47
TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA PUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia
yang ada di Institut Agama Islam Negeri Palu dan
terdapatnya kesalahan penulisan dalam penyusunan
Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015
tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu,

maka perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta

Institut Agama Islam Negeri Palu;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5007);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Keputusan Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968

tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Palu;

Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000
tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada
Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan
Departemen Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001
tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan

Tinggi Agama;
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Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam
dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama
Negeri di Lingkungan Departemen Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan

Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi Agama Islam,;

Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program

Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);

Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013

tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama
Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1458);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
253);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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26.
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Nomor 769);

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014
tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1290);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1687);

Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015
tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1152);

Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan
Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang
Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 47 TAHUN
2015 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama

Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015Nomor 1152) diubah sebagai berikut:
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Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3

Visi Institut adalah unggul dalam kajian Islam klasik

dan sejajar dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Negeri (PTKIN) yang maju 2035.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 3 diubah

sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bendera Institut:

a.

d.

bendera Institut berbentuk empat persegi
panjang yang lebarnya dua pertiga dari
panjangnya,;

bendera Institut berwarna dasar hijau tua
(gradasi kode 147e02), melambangkan
perjuangan menegakkan kebenaran dan
pembangunan nasional;

di tengah-tengah bendera Institut terpampang
lambang Institut; dan

di bawah lambang bertuliskan: IAIN PALU.

(2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana:

a.

bendera Fakultas dan Pascasarjana

berbentuk empat persegi panjang yang

lebarnya dua pertiga dari panjangnya;

warna bendera Fakultas dan Pascasarjana

serta maknanya adalah:

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
berwarna hijau muda (gradasi kode
lec602), melambangkan harapan masa
depan;

2. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
berwarna hitam (gradasi kode 030303),
melambangkan keteguhan iman dan

amal kebajikan;
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3. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah berwarna kuning (gradasi kode
FFF600), melambangkan kebangkitan
dan kemuliaan;

4. Pascasarjana berwarna merah tua
(gradasi kode 8F0b04), melambangkan
ketajaman berfikir dan profesionalisme;

c. di tengah-tengah bendera Fakultas dan
Pascasarjana terpampang lambang Institut;
dan

d. di bawah lambang Institut terdapat tulisan
nama masing-masing Fakultas dan

Pascasarjana.

Ketentuan Pasal 10 ayat (9) diubahsehingga Pasal 10

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10
Busana akademik Institut terdiri atas toga jabatan
dan toga wisudawan.
Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan  jubah yang dikenakan oleh
Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Profesor,
dan Anggota Senat yang berhak mengikuti
prosesi.
Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikenakan pada upacara-upacara akademik,
yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana,
pengukuhan Profesor, dan promosi Doktor
Kehormatan.
Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terbuat dari:
a. kain wol polos berwarna hitam (gradasi kode
030303), berukuran besar sampai ke bawah
lutut, dengan bentuk lengan panjang

melebar ke arah pergelangan tangan;
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pada pergelangan tangan dilapisi bahan
beludru hitam (gradasi kode 030303), selebar
kurang lebih 12 cm;

pada bagian atas lengan sebelah luar dan
pada bagian punggung toga terdapat lipatan-
lipatan (plooi); dan

leher toga dan sepanjang garis pembuka
dilapisi beludru dengan warna hijau tua
(gradasi kode 147e02) untuk toga Rektor dan
Wakil Rektor, kuning emas (gradasi kode
F7c414) untuk toga Profesor, dan untuk toga
jabatan lainnya disesuaikan dengan warna
masing-masing Fakultas dan Pascasarjana
serta lembaga dengan warna hijau tua

(gradasi kode 147e02).

(5) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung

jabatan:

a.

topi jabatan merupakan penutup kepala
terbuat dari bahan berwarna hitam (gradasi
kode 030303), berbentuk segi lima, sisi
masing-masing 20 cm. Di tengahnya
terdapat hiasan kuncir lilitan benang
berwarna kuning emas (gradasi kode
F7c414);

kalung jabatan Rektor dikenakan di atas
toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang
Institut terbuat dari logam tipis berwarna
kuning emas (gradasi kode F7c414);

kalung jabatan Wakil Rektor, Dekan, dan
Direktur terbuat dari bahan yang sama
tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan
berwarna putih perak (gradasi kode
D5D4D2); dan

kalung jabatan Profesor terbuat dari pita
selebar 10 cm berwarna hijau (gradasi kode

16D407), dan kedua ujung pita kalung
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jabatan dipertemukan lambang Institut yang
terbuat dari bulatan logam tipis bergaris
tengah 10 cm berwarna kuning emas
(gradasi kode F7c414).
Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan
wisudawan Institut.
Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6)terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran
besar, dan panjang sampai ke bawah lutut,
lengan panjang dengan lebar yang merata,
terdapat lipatan (ploo)) pada lengan atas dan
punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal
wisudawan berbeda antara jenjang studi.
Jenjang Sarjana (S1) berbentuk segi empat,
Magister (S2) berbentuk segi tiga pendek (40 cm),
Doktor (S3) berbentuk segi tiga panjang (55 cm).
Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) merupakan topi
wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya
sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan
berwarna kuning emas (gradasi kode F7c414).
Jaket almamater Institut berwarna hijau tua
(gradasi kode 0066505), pada bagian dada

sebelah kiri terdapat lambang Institut.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dihapussehingga

Pasal 27berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 27
Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai

berikut:
a. menyiapkan Rencana Pengembangan
Institut;

b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi

bidang manajemen organisasi, akademik,
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kemahasiswaan, sumber daya manusia,
sarana prasarana dan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mengelola pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;

mengangkat dan memberhentikan pejabat di
bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan
pimpinan unit lain yang berada di bawahnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

dihapus;

melaksanakan fungsi manajemen Institut;
membina dan mengembangkan hubungan
baik Institut dengan lingkungan dan
masyarakat pada umumnya;

mengusulkan pembukaan, penggabungan,
dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan
dan/atau Program Studi yang dipandang
perlu, atas persetujuan Senat kepada
Menteri; dan

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja

dan keuangan Institut kepada Menteri.

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) berwenang untuk dan atas nama Menteri:

mewakili Institut di dalam dan di luar
pengadilan;
melakukan kerja sama; dan

memberikan gelar Doktor Kehormatan.

Ketentuan Pasal 45 huruf e diubah sehingga Pasal 45

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Persyaratan calon Direktur:

a.
b.

berstatus PNS;

beragama Islam dan berakhlak mulia;
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c. Dberusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

d. lulusan program Doktor (S3);

e. memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala;

f.  pernah memangku jabatan tambahan sebagai

Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Ketua
Lembaga;

g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter
pemerintah;

h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
dan

j- mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi

Direktur secara tertulis.

6. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) huruf b dihapus dan ayat
(3) diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57
(1) Pegawai Institut terdiri atas Dosen dan Tenaga

Kependidikan.

(2) Pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. PNS; dan
b. dihapus.

(3) Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negert,
:. /
Achmad Gunaryo
¥NIP. 196208101991031003 ¥



